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Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr 
Tentang Perdagangan Orang” ini  adalah hasil penelitian kepustakaan untuk 
menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
putusan nomor : 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr dan bagaimana analisis hukum pidana 
Islam terhadap putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor : 
1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang. 
Data primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan negeri 
Pekanbaru nomor : 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr dan peraturan perundang-undangan. 
Data sekunder dalam penelitiaan ini antara lain pendapat buku-buku hukum, 
pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak 
pidana perdagangan orang yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis 
deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam 
hukum pidana Islam. 
Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim yang 
memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut 
Umum yaitu dengan menerapkan Pasal 506 KUHP sebagai lex generalis dibanding 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari 
Jaksa Penuntut Umum. Namun, pertimbangan hakim pengadilan negeri Pekanbaru 
dalam memutus sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai 
dengan ketentuan hukuman ta’zir menurut hukum pidana Islam, dimana ukuran 
hukuman ta’zir diserahkan kepada ijtihad hakim dan sesuai dengan kaidah hukum 
yang menyebutkan “hukum ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan”. 
Dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana kurungan selama 1 
(satu) tahun karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 
ketentuan Pasal 506 KUHP 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada hakim agar 
dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana, 
terutama asas lex spesialis derogat legi generalis sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia 
Tenggara dan terbesar ke-4 di dunia. Berdasarkan data tahun 2017, Indonesia 
menempati posisi di bawah China, India dan Amerika Serikat dengan jumlah 
penduduk sebanyak 257.912.349 jiwa.1 Besarnya jumlah penduduk di 
Indonesia membuat masalah kependudukan juga semakin kompleks. 
Semakin tinggi kepadatan penduduk dalam suatu \negara maka semakin 
tinggi pula tingkat kejahatan.2 Kejahatan merupakan suatu fenomena yang 
komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya 
dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu 
peristiwa kejahataan yang berbeda satu dengan yang lain.3 Menurut Bonger 
kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat 
reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi 
terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.4 
Di Indonesia terdapat berbagai bentuk tindak kejahatan, seperti 
pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, pencabulan, perdagangan 
orang dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Tindak kejahatan perdagangan 
                                                          
1 https://tumoutounews.com/2017/08/25/download-jumlah-penduduk-dunia-tahun-2017/, diakses 
pada 07 Maret 2018. 
2 M. Luthfi Hidayat, Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia, 
dalam https://www.kompasiana.com/mluthfihidayat16/dampak-kepadatan-penduduk-terhadap-
tingkat-kriminalitas-di-indonesia_5672e4f10023bd6c05c88c7d, diakses pada 07 Desember 2017. 
3 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 
1. 
4 Ibid., 14. 



































orang bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat dunia, terlebih lagi 
masyarakat Indonesia. Tindak kejahatan perdagangan orang telah ada 
semenjak berabad-abad yang lalu. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus 
perdagangan orang yang diceritakan dalam sejarah peradaban umat manusia. 
Perdagangan orang merupakan tindakan yang sangat bertentangan 
dengan kemuliaan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa. Hal tersebut terdapat dalam al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 
70 yang berbunyi : 
 يفِ ۡمُهََٰن
ۡ
لَََحَو َمَداَء ٓ يَنِب َانۡم َّرَك ۡدََقلَو۞ ي ََب
ۡ
لٱ  َو يرَۡح
ۡ
لۡٱ  َنيَم مُهََٰنۡقَزَرَو يتََٰبيَي َّطلٱ 
 
ا




ل َّضَفَو٧٠  
              Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka 
rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah 
Kami ciptakan. 
 
Allah SWT telah memberikan beberapa kekhususan kepada manusia 
sebagai kemuliaan bagi umat manusia dan tidak diberikan kepada makhluk 
lain. Hal tersebut yang mengharuskan agar manusia tidak diperjual belikan 
layaknya barang dagangan. 
Sebagai negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Indonesia juga berkomitmen untuk memberantas praktik perdagangan orang 
yang terjadi di dunia maupun Indonesia pada khususnya. Hal tersebut 
terbukti dengan dibuatnya berbagai macam peraturan terkait dengan praktik 
perdagangan orang. Ketentuan khusus (lex specialis) yang mengatur tentang 
tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah Undang-Undang 



































Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2007). Selain ketentuan 
khusus juga terdapat ketentuan umum (lex generalis) yang mengatur tentang 
tindak pidana perdagangan orang yaitu pada Pasal 297 KUHP serta Pasal 
506 KUHP. 
Selain peraturan perundang-undangan di atas, perdagangan orang juga 
disinggunng dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 
tercantum pula pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
perlindungan anak. 
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr 
yang dibacakan saat persidangan yang terbuka untuk umum telah 
menyatakan dengan meyakinkan melakukan tindak pidana mucikari tidak 
memperhatikan asas putusan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 
Tahun 2009) serta tidak memperhatikan asas lex specialis derogat legi 
generali yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan 
kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan 
untuk menghukum terdakwa kadang kurang memberi pertimbangan hukum 



































yang tepat, sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di 
masyarakat. 
Sebagai salah satu pelaksanaan hukum, hakim diberi wewenang 
menerima, memeriksa dan memutus suatu tindak pidana. Oleh karena itu, 
hakim dalam hal menangani suatu perkara harus adil. Sebagai seorang 
hakim, dalam hal memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-
hal yang ada dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya, antara lain adalah 
faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya 
sehingga dapat menimbulkan perbedaan cara pandang dalam hal mengambil 
putusan.  
Suatu putusan dari hakim adalah sebuah hukum bagi terdakwa 
khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila dijadikan 
sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus 
perkara yang serupa. Apabila suatu putusan sudah keliru dan putusan 
tersebut dijadikan yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat tidak 
akan ada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang 
dicantumkan dalam setiap putusan hakim. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan mencermati hal-hal yang 
mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini 
peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana 
Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 
No. 1103/Pid.B/2016/Pn.Pbr Tentang Perdagangan Orang”. 
 



































B. Identifikasi Masalah  
     Berangkat dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi 
beberapa masalah yang timbul sebagai berikut : 
1. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana perdagangan orang. 
2. Perdagangan orang bertentangan dengan hukum Islam. 
3. Di Indonesia telah dibuat peraturan khusus tentang perdagangan orang 
yaitu UU No. 21 tahun 2007. 
4. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan 
Negeri Pekanbaru Nomor: 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan 
orang. 
5. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Pekanbaru Nomor: 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang. 
 
C. Batasan Masalah  
      Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi Batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 
1103.Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang. 
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang 
dalam putusan Nomor: 1103.Pid.B/2016/PN.Pbr 
 
D. Rumusan Masalah  
     Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 



































1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 
1103.Pid.B/2016/PN.Pbr? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan 
negeri Pekanbaru Nomor: 1103.Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan 
orang? 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berbagai bahasan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan 
orang dapat kita jumpai melalui media cetak maupun media elektronik. 
Pembahasannya pun beragam, ada yang yang membahas tentang dampak 
psikologis korban, tujuan dari tindak pidana perdagangan orang dan ada juga 
yang membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan 
orang. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematik tentang penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (previous finding) yang ada 
hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai 
berikut:  
1. Skripsi Lilik Puji Astutik Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel 
Surabaya pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam 
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 
56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang” 
yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 



































a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan 
Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang sanksi pidana 
perdagangan orang? 
b. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb.  tentang 
tindak pidana perdagangan orang? 
Dalam skripsi yang dibuat oleh Lilik Puji Astutik tersebut lebih 
menekankan pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak 
pidana perdagangan anak (child trafficking).5 
2. Skripsi Muharis Rezza Sudrajat Jurusan Hukum Islam UIN Sunan 
Ampel Surabaya pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Fiqh Jinayah 
Terhadap Putusan No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby Tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (Trafficking in Person)” yang memiliki rumusan 
masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap pertimbangan hukum 
tindak pidana perdagangan orang (Trafficking In Person) dalam  
putusan nomor : 231/Pid.B/2010//PN.Sby? 
b. Bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap sanksi hukum tindak 
pidana perdagangan orang (Trafficking In Person) dalam putusan 
nomor : 231/Pid.B/2010/PN.Sby? 
                                                          
5 Lilik Puji Astutik, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Skripsi-IAIN 
Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 11.  



































Dalam skripsi yang dibuat oleh Muharis Rezza Sudrajat tersebut 
lebih menekankan tentang bagaimana kasus perdagangan terhadap orang 
khususnya anak yang sampai saat ini semakin bertambah banyak jumlah 
kasusnya.6 
3. Skripsi Komang Agung Cri Brahmanda, Universitas Udayana pada 
tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban 
Perdagangan Orang (Human Trafficking)” yang membahas tentang 
bagaimana kasus perlindungan hukum terhadap korban perdagangan 
orang.7 Dalam skripsi yang dibuat oleh Komang Agung Cri Brahmanda 
tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap 
korban perdagangan orang. 
4. Skripsi Serli Agustin Valentina, Universitas Hasanuddin pada tahun 
2017 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana 
Perdagangan Orang di Kota Makasssar (Studi Kasus 2010-2015)” yang 
memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 
a. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak 
pidana perdagangan orang di Kota Makassar? 
b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan 
orang di Kota Makassar? 
                                                          
6 Muharis Rezza Sudrajat, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby 
Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2014), 7. 
7 Komang Agung Cri Brahmanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang 
(Human Trafficking)”, (Skripsi-Universitas Udayana, 2016). 



































Skripsi yang dibuat oleh Serli Agustin Valentina lebih  
menekankan tentang faktor-faktor penyebab perdagangan orang dan 
penanggulangannya.8 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda 
dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.  Kajian yang dibahas 
dalam penelitian ini lebih menekankan pada tindak perdagangan orang 
terhadap wanita dewasa yang dipekerjakan  pekerja seks komersial di tempat 
prostitusi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan 
pengadilan negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr yang menjatuhkan 
hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap wanita 
dewasa yang dipekerjakan pekerja seks komersial di tempat prostitusi. 
 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan 
diadakannya penelitian ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
putusan pengadilan negeri pekanbaru Nomor: 
1103.Pid.B/2016/PN.Pbr. 
b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam 
terhadap putusan pengadilan negeri Pekanbaru Nomor: 
1103.Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang. 
                                                          
8 Serli Agustin Valentina, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 
di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2015)”, (Skripsi-Universitas Hasanuddin, 2017), 10. 



































2. Manfaat Penelitian  
  Selanjutnya manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Segi teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat 
memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengetahuan bagi 
penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam 
pengembangan ilmu pengetahuann khususnya pada program studi 
Hukum Pidana Islam, jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas 
Syariah dan Hukum. 
b. Segi praktis yaitu diharapkan pendapat para akademisi dapat 
dijadikan rujukan dalam berijtihad, juga sebagai acuan dalam 
meningkatkan kualitas hukum, khususnya pada Institusi 
Pengadilan Negeri, dalam pengambilan keputusan bila nantinya 
menghadapi problematika yang serupa. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 
ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 
maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul 
tersebut : 
1. Hukum Pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang 
diatur dalam hukum syari’ah Islam atau yang biasa disebut fiqh jinayah. 



































2. Tindak pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau 
serangkaian tindakan perekrutan, penerimaan, penampungan baik dengan 
menggunakan paksaan atau tanpa paksaan yang bertujuan untuk 
melakukan eksploitasi terhadap orang tersebut. 
  
H. Metode Penelitian 
      Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah 
sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah 
tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 
dicarikan cara pemecahannya.9 Metode dalam penulisan skripsi ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Skripsi ini merupakan penelitian studi putusan. Pada prinsipnya, 
penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 
research).10 Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data 
dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan, yaitu putusan 
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr, yang 
menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang 
mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
                                                          
9 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 
1991), 24. 
10 Mestika Zad, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) 3. 



































perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang 
ada dalam masyarakat.11 Dengan demikian, penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif, yaitu data yang terkumpul berupa tulisan, bukan 
angka.12 
 
2. Data yang diperoleh 
a. Data berupa informasi atau berita yang ada kaitannya dengan tindak 
pidana perdagangan orang (human trafficking) di Surya Citra Hotel 
Pekanbaru. 
b. Data tentang sanksi pidana perdagangan orang (human trafficking) 
dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. 
c. Data putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 
1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. 
 
3. Sumber Data Penelitian 
a. Sumber Data Primer 
 Data Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim.13 Sumber primer yang digunakan oleh peneliti 
adalah :  
                                                          
11Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105. 
12Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif  Cetakan ke 1 ( Bandung: CV. Pusaka Setia, 
2002), 51. 
13Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 141.  



































1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 
1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. 
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder yaitu bahan data yang berupa semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 
hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan. Adapun yang menjadi data sekunder antara lain:  
1. Paul SinlaEloE. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Malang. 
Setara Press. 2017.  
2. Henny Nuraeny. Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan 
Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta. Sinar Grafika. 2013. 
3. Alfitra. Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP. Jakarta. 
Raih Asa Sukses. 2014. 
4. Erdianto Effendi. Pemberantasan Perdagangan Orang dengan 
Sarana Hukum Pidana karya. Jakarta. Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2013. 
 
 



































4. Metode Pengumpulan Data 
 Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
maka dipergunakan teknik sebagai berikut : 
a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 
variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.14 Aplikasi 
dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan 
Nomor: 1103/Pid.B//2016//PN.Pbr. 
b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber 
dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal serta bahan pustaka 
lainnya. 
 
5. Teknik Analisis Data 
 Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu 
menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam 
penelitian. Metode ini bertujuan, untuk menggambarkan fenomena atau 
keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri 
Pekanbaru Nomor: 1103/Pid.B/2016.PN.Pbr. Data tersebut dinilai dan di 
uji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dimasa sekarang. 
 
 
                                                          
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 1998), 234. 



































I. Sistematika Pembahasan. 
      Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera 
mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika 
yang terdiri dalam lima bab yaitu : 
      BAB I Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi 
dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan.  
      BAB II Berisi tentang tindak pidana perdagangan orang. Bab ini 
terdiri atas dua sub bab. Sub bab pertama tentang perdagangan orang dalam 
hukum pidana Islam. Sub bab kedua tentang perdagangan orang dalam 
hukum positif. 
      BAB III Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Bab ini terdiri atas dua 
sub bab. Sub bab pertama tentang profil singkat Pengadilan Negeri 
Pekanbaru. Sub bab kedua Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 
1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. 
      BAB IV Analisis Hukum Pidana Islam terhadap perdagangan orang 
dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 
1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. Bab ini terdiri atas dua sub bab. Sub bab pertama 
tentang analisis hukum positif terhadap putusan pengadilan negeri 
Pekanbaru nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. Sub bab kedua tentang analisis 
hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor 
1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. 



































      BAB V Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi 









































TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 
 
A. Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam 
Pada masa dahulu perdagangan orang lebih dikenal dengan istilah 
perbudakan, yang mana manusia diperjualbelikan layaknya barang dagangan. 
Perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan 
telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti : Mesir, Cina, India, 
Yunani dan Romawi. Hal itu disebutkan dalam kitab-kitab suci samawi 
seperti Taurat dan Injil. Hajar, ibunda Ismail bin Ibrahim asalnya adalah 
seorang budak wanita yang dihadiahkan oleh raja Mesir kepada Sarah, istri 
Nabi Ibrahim. Sarah menerimanya dan memberikan kepada suaminya (Nabi 
Ibrahim).1 
Asal-usul terjadinya perbudakan adalah karena sebab-sebab sebagai 
berikut :2 
1. Perang 
Apabila sekelompok manusia memerangi kelompok manusia 
lainnya dan berhasil mengalahkannya, maka kelompok yang 
                                                          
1 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam), (Jakarta: 
Darul Haq, 2015), 959. 
2 Ibid., 959. 
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memenangkan perperangan menjadikan para wanita dan anak-anak dari 
kelompok yang dikalahkan sebagai budak mereka. 
2. Kefakiran 
Ketidakmampuan ekonomi serta tuntutan kebutuhan hidup yang 
banyak menyebabkan manusia mencari jalan pintas untuk memenuhi 
kebutuhannya, seperti menjual anaknya untuk dijadikan budak. 
3. Perampokan dan pembajakan 
Pada masa lalu, rombongan besar bangsa-bangsa Eropa singgah di 
Afrika dan menangkap orang-orang negro, kemudian menjual mereka di 
pasar-pasar budak Eropa. Disamping itu, para pembajak laut dari Eropa 
membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para 
penumpangnya. Mereka akan menjual para penumpang kapal tersebut di 
pasar-pasar budak Eropa. 
Perbudakan atau perdagangan orang merupakan tindakan yang sangat 
bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 
70 yang berbunyi : 
 يفِ ۡمُهََٰن
ۡ
َلََحَو َمَداَء ٓ يَنِب اَنۡم َّرَك ۡدََقلَو۞ ي ََب
ۡ
لٱ  َو يرَۡح
ۡ







لٗي يضۡفَت اَنَۡقلَخ ۡن َّميَم ٖيريثَك٧٠  
       Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. 
 

































Selain memuliakan umat manusia, Islam merupakan agama yang penuh 




ل َّسلي ل 
ْ
اوُحَنَج نوَإِ۞ ۡحَنۡجٱ  
َ
َعَل ۡ َّكَََّوتَو اََهل هي َّللٱ  ُهَّنيإۥ  َوُه ُعييم َّسلٱ  ُمييلَع
ۡ
لٱ ٦١  
       Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah 
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
 
Dari surah Al-Anfal ayat 61 tersebut dapat dipahami bahwa Islam 
adalah agama yang mangajarkan kepada umat manusia tentang perdamaian 
yang berpijak pada prinsip cinta kasih (rahmah). Prinsip cinta kasih yang 
diajarkan dalam Islam telah melahirkan banyak aturan hukum dan kaidah yang 
tidak membenarkan adanya segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik 
maupun psikologis.  
Lahirnya agama Islam tentu memiliki maksud dan tujuan atau yang 
biasa disebut dengan Maqasid Syari’ah. Maqasid adalah himpunan tujuan-
tujuan ketuhanan dan konsep-konsep moral yang mendasari ketentuan-
ketentuan dalam Islam, seperti keadilan, kemuliaan insan, kebebasan memilih, 
kemurahan hati, kesucian, serta kemudahan kepada manusia dan masyarakat 
yang saling bekerjasama.3 
Terdapat 5 (lima) tujuan dari Islam yang biasa disebut dengan maqasid 
syari’ah, yaitu : 
1. Hifz ad-din (memelihara agama). 
                                                          
3 Jasser Auda, Memahami Maqasid Syariah, (Kuala Lumpur: BS PRINT (M) SDN BHD, 2014), 4. 

































2. Hifz an-nafs (memelihara jiwa). 
3. Hifz al-‘aql (memelihara akal). 
4. Hifz an-nasl (memelihara keturunan). 
5. Hifz al-mal (memelihara harta).  
Untuk menjaga 5 (lima) hal tersebut (maqasid syari’ah), tentu ada 
larangan terhadap apa yang dapat menghalangi tercapainya maqasid syari’ah. 
Dalam hukum pidana Islam, perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut 
dikenal dengan jarimah. Perbuatan pidana tiap-tiap jarimah harus mempunyai 
unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau 
yang diancam dengan hukumannya.4  
Untuk mencapai tujuan (maqasid syari’ah), terutama dalam 
memberantas praktek perbudakan, Allah memerintahkan kepada manusia 
untuk memerdekakan budak. Secara bahasa, memerdekakan (  ُقْتِعَْلا) dengan ‘ain 
dikasrah dan ta’  disukun berarti merdekan dan bebas. Secara syariat, 
memerdekakan adalah membebaskan hamba sahaya dari perbudakan, 
melepaskannya dari kepemilikan tuannya, dan menetapkan kebebasannya.5 
Syariat Islam telah memberikan dorongan yang kuat untuk 
membebaskan hamba sahaya atau budak. Sangat banyak perintah untuk 
memerdekakan budak di dalam al-Qur’an, dintaranya : 
 
                                                          
4 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 14. 
5 Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al, Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam), 
(Jakarta: Darul Haq, 2015), 438. 

































1. Surah Al-Balad ayat 13 : 
   كَف  ٍةَبَقَر١٣  
       Artinya : (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan 
2. Surah An-Nisa’ ayat 92 : 
 َطَخ اًنيمۡؤُم َلَتَق نَمَوا  ٖةَنيمۡؤ  م ٖةَبَقَر ُرييرۡحَتَف ا 
       Artinya : dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena 
tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman. 
 





لَّ  ُمُهَيينۡغُي َٰ َّتََّح اًحاَكين َنوُديَيَ 
َ





ل  يلا َّم نيَم مُهُوتاَءَو ۖا اۡيرَخ ۡميهييف ۡمُتۡميلَع ۡنيإ ۡمُهوُبي تََكَف ۡمُكُنََٰۡمي
َ
أ ۡتََكلَم ا َّميم
ٱ ي َّلل ٱ ٓيي
َّ

















 َضَرَعٱ ية َٰوَيَ
ۡ
لۡ ٱ ه اَيۡن  لد  َّنيَإف َّن  ههيرُۡكي نَمَوٱ َ
َّلل  ٞمي يحَّر ٞروُفَغ َّنيهيهََٰر
ۡ
كيإ يدۡعَب ۢنيم٣٣  
       Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah 
menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka 
dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang 
menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan 
mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan 
berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-
budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 
mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan 
duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. 
 
4. Surah Al-Mujadillah ayat 3 : 
 َوٱ َنيي
َّ
لَّ وُدوُعَي َّمُث ۡميهي ٓئاَسي
َ ن نيم َنوُريهََُٰظي ه ا َّٓساَمَتَي ن
َ
أ يلۡبَق نيَم ٖةَبََقر ُرييرۡح
َتَف 
ْ
اُولَاق اَمي ل َن
 يهي ب َنوُظَعُوت ۡمُكيلَٰ َذ ۦه  َوٱ ُ َّلل  ٞيريبَخ َنُولَمۡعَت اَمي ب٣  

































       Artinya : Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian 
mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka 
(wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami 
isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 
 





       Artinya : atau memerdekakan seorang budak. 
 
6. Surah At-Taubah ayat 60 : 
 اَم َّنيإ۞ٱ ُتَٰ َقَد َّصل  َو يٓءاَرَقُف
ۡ
لي لٱ ي يكََٰسَم
ۡ
ل  َوٱ َييليمََٰع
ۡ
ل  َو اَهَۡيلَعٱ يةَفَّلَؤُم
ۡ
ل  يفَِو ۡمُهُبُوُلقٱ يبَاقيَرل 
 َوٱ َييميرََٰغ
ۡ
ل  يلييبَس يفَِوٱ ي
َّلل  َوٱ يۡنب ٱ ٖۖ يلييب
َّسل  َنيَم اةَضييَرفٱ  ي
َّلل  َوٱ ُ َّلل  ٞمييكَح ٌمييلَع٦٠  
        Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk 
jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana 
 
Banyaknya perintah dalam al-Qur’an untuk memerdekakan budak 
menggambarkan bahwa Islam sangat menentang terjadinya praktek jual beli 
manusia. Selain dalam al-Qur’an, larangan terhadap tindak pidana 
perdagangan orang juga banyak terdapat dalam hadits Nabi Muhammad Saw. 
Dalam menyikapi tindak pidana perdagangan orang, Islam memberikan 
ancaman yang tergolong keras, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat 
Bukhari : 
َُسُبَِأُِنْبُِديِعَسُْنَعَُةَّيَم أُِنْبَُليِعَاْسِْإُْنَعٍُمْيَل سُ نْبَُيََْيَُاَن َث َّدَحٍُمو حْرَمُ نْبُ  رْشِبُِنَِث َّدَحٍُديِعُ
َُيِضَرََُةر ْيَر هُبَِأُْنَعُُْم ه مْصَخَُنََأٌَُةثَلََث  َُّللَّاَُلَاقَُلَاقَُمَّلَسَوُِهْيَلَع  َُّللَّاُىَّلَصُِيِبَّنلاُْنَعُ هْنَع  َُّللَّا

































َافًُايرِجَأَُرَجْأَتْساٌُل جَرَوُ هََنَثََُلَكََأفُاًّر حَُعَبٌَُل جَرَوَُرَدَغ َُّ ثُُبُِىَطَْعأٌُل جَرُِةَماَيِقْلاَُمْو َيَُفَْو َتْس
َُوُ هْنِم ُهَرْجَأُِطْع  يَُْلَ  
       Telah menceritakan kepada saya Bisyir bin Marhum telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin 
Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang 
Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang 
bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual 
orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan 
seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu 
menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".6 
 
Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim juga ditegaskan 
bahwa memerdekakan budak itu dapat membebaskan diri dari api neraka. 
َُّمَ مُُاَن َث َّدَحُبَِأُ نْباَُو هَوٍُديِعَسُِنْبُ َِّللَّاُِدْبَعُْنَعٍُديِعَسُ نْبَُيََْيَُاَن َث َّدَحُُِّيزَنَعْلاُ َّنََّث مْلاُ نْبُ د
ََُةر ْيَر هُبَِأُْنَعََُةناَجْرَمُِنْباُِديِعَسُْنَعٍُميِكَحُبَِأُ نْبُ ليِعَْسِْإُِنَِث َّدَحٍُدْنِهُ َُّللَّاُىَّلَصُِيِبَّنلاُْنَع
اَّنلاُْنِمُ هْنِمًُبَْرِإُاَه ْ نِمٍُبْرِإُِيل كِب  َُّللَّاَُقَتَْعأًُةَنِمْؤ مًُةَب َقَرَُقَتْعَأُْنَمَُلَاقَُمَّلَسَوُِهْيَلَعُِر  
"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Al 
'Anazi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abdullah bin 
Sa'id dia adalah Ibnu Abi Hind, telah menceritakan kepadaku Isma'il bin 
Abi Hakim dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang 
memerdekakan budak beriman, maka Allah akan membebaskan setiap 
anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak 
yang dia merdekakan.” 7   
Hadits diatas menunjukkan bahwa apabila orang yang memerdekakan 
seorang budak dan budak tersebut beragama Islam, maka mereka berdua akan 
dibebaskan dari siksaan api neraka. Beragama Islam merupakan syarat mutlak 
agar orang tersebut dapat dibebaskan dari siksaan api neraka. 
                                                          
6 Software Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Musnad Bukhari, Hadits No.2075. 
7 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: 
Darus Sunnah Press, 2015), 714. 

































Di dalam kitab An-Najm Al-Wahhaj tercantum bahwasanya Nabi 
Muhammad Saw memerdekakan sebanyak enam puluh tiga orang hamba. 
Aisyah ra, juga memerdekakan sebanyak enam puluh tujuh orang hamba. 
Demikian juga dengan Al-Abbas yang memerdekakan sebanyak tujuh puluh 
orang hamba. Berita ini diriwayatkan oleh Al-Hakim.8 
Rasulullah juga memerintahkan untuk memerdekakan hamba sahaya 
bertepatan dengan beberapa peristiwa tertentu. Imam Bukhari meriwayatkan 
dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata bahwa Rasulullah memerintahkan 
untuk memerdekakan hamba sahaya saat terjadi gerhana matahari.9 
Selain dalam al-Qur’an dan Hadits, larangan terhadap memerdekakan 
budak atau tindak pidana perdagangan manusia juga tergambar jelas dalam 
sebuah kaidah fiqh, yaitu : 
ُِدَيْلاَُتَْتَُ ل خَْدَيلاُ َّر ْلَْا 
       Artinya: orang merdeka itu tidak masuk dibawah tangan (kekuasaan). 
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap orang merdeka itu 
kedudukannya tidak dikuasai oleh pihak manapun. Berbeda dengan hamba 
sahaya, hamba sahaya berada dibawah penguasaan tuannya. Para Ulama 
sepakat bahwa menjual orang yang merdeka (Baiul hur) itu adalah haram, dan 
                                                          
8 Ibid., 718. 
9 Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, Fiqih Sunnah Imam Syafi’i, (Depok: Fathan Media 
Prima, t.t), 411. 

































setiap akad yang mengarah kepada hal tersebut, maka akadnya dianggap tidak 
sah dan pelakunya berdosa. Diantara pendapat mereka yaitu :10 
1. Hanafiyah 
Ibnu Abidin berkata, Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah, 
meskipun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad, 
penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat 
manusia dan ini tidak diperbolehkan. 
Ibnu Nujaim rahimahullah berkata dalam Al-Asybah wa Nazhâir 
pada kaidah “Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan 
seseorang”, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya 
walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak. 
2. Syafi’iyah 
Berdasarkan hadis riwayat Bukhari di atas Abu Ishaq Syairazit dan 
Imam Nawawi berpendapat bahwa menjual orang merdeka adalah haram 
dan bathil. Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka 
adalah haram menurut ijma’ Ulama. 
3. Malikiyah 
Berkata Al Hatthob Ar Ru’ainy, “Apa saja yang tidak sah untuk 
dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ ulama, seperti 
orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya”. 
                                                          
10 Abu RiyadL Nurcholis Majid, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) & Makelar Tenaga 
Kerja, dalam https://majelisfiqih.wordpress.com/2011/11/07/fiqih-muamalah-perdagangan-
manusia-human-trafficking-makelar-tenaga-kerja/, (diakses pada 1 Maret 2018, pukul 17:00). 



































Ulama hanabilah menegaskan batalnya baiul hur ini dengan dalil 
hadits tersebut diatas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah 
dibolehkan dalam Islam, diantaranya adalah Ibnu Qudamah , Ibnu Muflih 
Al Hanbaly , Mansur Bin Yunus Albahuthy, dll. 
5. Dzohiriyyah 
Dalam madzahab ini menyebutkan bahwa “setiap jenis yang haram 
dimakan dagingnya maka haram untuk dijual”. 
Menurut Qowaid Fiqh praktek perdagangan manusia hukumnya 
tidak boleh (haram), karena memiliki dampak atau mudharat terhadap 
manusia.11 
Perdagangan orang adalah kejahatan yang secara nyata mengancam jiwa 
maupun keturunan dari perempuan yang menjadi korban dari tindak kejahatan 
tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat 
memuliakan perempuan.  
Dalam hukum pidana Islam belum ada ketentuan yang mengatur tentang 
perdagangan orang, baik jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Namun pada 
dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan 
mudharat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, 
dalam hal ini perempuan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah dalam fikih, yaitu 
: 
                                                          
11 Ibid., 29. 


































       ”Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri 
maupun orang lain”. 
 
Berdasarkan kaidah fikih tersebut dapat disimpulkan bahwa 
perdagangan orang tidak diperbolehkan karena merusak kehormatan orang 
lain serta membahayakan orang lain. Maka dari itu pemerintah melarang 
tindak pidana perdagangan orang. 
Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 8 berbunyi : 
نَمَف  ُهََري ا اۡيرَخ ٍة َّرَذ َلاَقۡثيم ۡلَمۡعَيۥ ٧  ُهََري ا اََش ٖة َّرَذ َلاَقۡثيم ۡلَمۡعَي نَمَوۥ ٨  
       Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya pula. 
 
Dalam surah Al-Zalzalah diatas Allah menjanjikan bahwa setiap 
kebaikan yang dilakukan akan diberikan balasan yang setimpal, begitu juga 
dengan kejahatan dilakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal pula. 
Dilihat dari segi berat atau ringannya hukuman, jarimah dibedakan 
menjadi 3 (tiga), yaitu : 
1. Jarimah Hudud 
Kata  ُْلْا ُدْو د  adalah jamak dari kata ُُّدْلْا yang dalam bahasa artinya 
adalah larangan. Sedangkan secara istilah hudud adalah hukuman yang 

































telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang berbuat maksiat atau 
dosa agar tidak terjadi lagi hal yang serupa.12 
Jarimah hudud adalah suatu pelanggaran di mana hukuman khusus 
dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk 
dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang. Hudud 
dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan dalam al-
Qur’an dan al-Sunnah.13 
Sanksi dalam jarimah hudud ditetapkan sebagai hak Allah atau 
biasa disebut had. Oleh sebab itu, apabila tindak pidana terbukti, maka 
hakim tidak dapat mengurangi maupun menambah hukuman yang sudah 
ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. 
 
2. Jarimah Qishash 
Jarimah qishash adalah jarimah yang berkaitan dengan pembunuhan 
dan melukai anggota badan. Hukuman dalam jarimah qishash berupa 
pembalasan yang setimpal (seperti nyawa dibalas dengan nyawa, mata 
dibalas dengan mata) dan diyat (kompensasi uang/nilai). 
Ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa qishash itu 
diwajibkan untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang sebagaimana 
dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179, yaitu : 
اَه  ي
َ
أَٰٓ َي  َنيي
َّ




لٱ  يفِ َٖۖلۡتَق
ۡ
لٱ   رُ
ۡ
لۡٱ  ي ب يَر ُ
ۡ
لۡٱ  َو ُدۡبَع
ۡ









ل َ يفُِع ۡنَمَف ۥ 
َف ٞء َۡشَ يهي يخ
َ
أ ۡنيم ۢ ُعاَبيَتٱ  ي ب يفوُرۡعَم
ۡ





                                                          
12 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari. (Jakarta: Gema Insani, 2006), 822. 
13 Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 22. 

































 ي لَٰ َذ َك  ينَمَف  
َٞةَۡحَرَو ۡمُكي َب َّر نيَم ٞفييف
ۡ َتَ َٰىَدَتۡعٱ  َُهَلف َكي لَٰ َذ َدۡعَب ۥ ٞم يلَ
َ









لۡٱ  َنوُقَّتَت ۡمُكَّلََعل١٧٩  
       Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan 
dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada 
(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, 
supaya kamu bertakwa. 
 
3. Jarimah Ta’zir 
Jarimah ta’zir adalah jarimah atau tindak kejahatan yang diancam 
dengan hukuman ta’zir. Ta’zir menurut bahasa artinya mencegah. 
Sedangkan menurut istilah fiqih ta’zir adalah memberikan pelajaran dan 
pendidikan.14 
Menurut Imam Al-Mawardi, ta’zir adalah hukuman bagi tindak 
pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’ yang bersifat 
mendidik.15 Namun demikian, jenis dan jumlah hukuman serta 
penerapannya diserahkan kepada Ulil Amri, dalam hal ini adalah hakim. 
Jadi, ta’zir adalah hukuman yang belum ada ketetapannya dalam syara’ 
dan berguna untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dimasa yang 
akan datang. 
                                                          
14 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari. (Jakarta: Gema Insani, 2006), 845. 
15 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136. 

































Dalam penerapan hukuman ta’zir terdapat perbedaan. Hal itu 
disebabkan karena tidak adanya hukum yang jelas tentang jenis dan 
penerapan hukumannya. Salah satu dasar dalam penerapan hukuman 
ta’zir adalah hadist riwayat Imam Ahmad, yaitu : 
ُ دْبَعُاَن َث َّدَحُْنَعُِهِيَبأُْنَعٍُرْكَبُبَِأُِنْبُِدَّمَ مُُْنَعٍُدْيَزُ نْبُِكِلَمْلاُ  دْبَعُاَن َث َّدَحُِنَْحَّْرلا
َُةَشِئاَعُْنَعََُةرْمَعُُْمِِتَِار َثَعُِتاَئ ْ َيْلْاُيِوَذُو ليَِقأَُلَاقَُمَّلَسَوُِهْيَلَع  َُّللَّاُىَّلَصُ َِّللَّاَُلو سَرَُّنَأ
َُدو د ْلْاُ َّلاِإ 
       Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah 
menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Zaid dari Muhammad 
bin Abu Bakr dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah bahwasanya 
Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Maafkanlah 
kesalahan orang yang berperilaku baik, kecuali dalam permasalahan 
hudud." 16 
Maksud dari adanya hukuman ta’zir adalah agar pelaku tindak 
kejahatan mau menghentikan kejahatan yang dilakukannya dan sebagai 
bentuk balasan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. 
Dalam hukum pidana Islam, terdapat kaidah tentang hukuman 
ta’zir, yaitu : 
 ُر ِْيزْعَّ تَلاَُُمْلاَُعَم رْو دَيُْةَحَلْص  
       Artinya : hukum ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan 
kemaslahatannya.17 
 
                                                          
16 Software Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Musnad Ahmad, Hadits No. 24300. 
17 Jaih Mubarok dan Enceng Arif faizal,  Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum pidana Islam, 
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49. 

































Berkaitan dengan macam-macam jarimah ta’zir, abdul Aziz Amir 
membedakan menjadi beberapa bagian, yaitu :18 
1. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan 
Hukum dasar dari pembunuhan adalah qishash. Namun 
demikian, apabila keluarga korban memberi maaf terhadap pelaku 
maka Ulil Amri menjatuhkan hukuman ta’zir apabila itu dinilai lebih 
maslahat. 
 
2. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan perlukaan 
Sama seperti jarimah ta’zir yang berkaitan dengan 
pembunuhan, jarimah ta’zir yang berkaitan dengan perlukaan juga 
memiliki hukum dasar qishash. Namun akan diberlakukan ta’zir 
apabila pelaku dimaafkan oleh keluarga korban dan apabila itu dinilai 
lebih maslahah. 
 
3. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan  kehormatan 
Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kehormatan adalah 
jarimah zina, menuduh zina, penghinaan dan hal lain yang berkaitan 
dengan kehormatan seseorang. 
 
4. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta 
Jarimah yang berkaitan dengan harta antara lain adalah 
pencurian dan perampokan. Hukum dasar dalam kedua jarimah 
                                                          
18 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 
225. 

































tersebut adalah hukuman had atau hudud, namun akan dikenakan 
ta’zir apabila syarat untuk dikenakan had tidak terpenuhi. 
 
5. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 
Perbuatan yang termasuk kedalam jarimah ta’zir yang 
berkaitan dengan kemaslahatan individu seperti berbohong di depan 
persidangan, kesaksian palsu, dll. 
 
6. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum 
Segala bentuk kelalaian yang dapat mengancam keselamatan 
umum dapat dikenai ta’zir, seperti pemberontakan, dll. 
Dalam hukuman ta’zir tidak ada ketetapan atau ketentuan sanksi 
yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, hakim diperkenankan 
untuk mempertimbangkan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan serta 
jumlah atau lama waktu hukuman tersebut. 
Jarimah ta’zir mencakup semua perbuatan jarimah yang 
hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil 
amri untuk mengaturnya, dari hukuman yang paling ringan sampai yang 
paling berat. Dalam memutuskan hukuman, hakim diperkenankan 
mempertimbangkan bentuk maupun jumlah hukuman yang akan 
dikenakan. 
Jenis hukuman ta’zir dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, 
yaitu : 
 

































1. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan 
a. Hukuman mati 
Dalam hukum Islam, hukuman mati pada umumnya 
diterapkan sebagai hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan 
sengaja dan sebagai hukuman had untuk zina muhshan, riddah, 
dan pemberontakan. 
Pendapat ulama tentang hukuman mati dalam jarimah ta’zir 
beragam. Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman mati 
diterapkan dalam jarimah ta’zir apabila kejahatan dilakukan 
berulang-ulang. Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan 
hukuman mati sebagai bentuk hukuman ta’zir yang paling berat. 
Sedangkan Syafi’iyah memperbolehkan hukuman mati 
diterapkan dalam jarimah ta’zir apabila pelaku melakukan 
perbuatan yang menyimpang dari agama seperti menyebarkan 
ajaran-ajaran sesat dan homoseksual.19 
 
b. Hukuman cambuk 
Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman 
yang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan 
dan lebih bersifat represif, karena hukuman cambuk dirasakan 
langsung secara fisik oleh pelaku kejahatan dan jumlah cambuk 
disesuaikan dengan kejahatan yyang dilakukan. 
                                                          
19 M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 148. 

































2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan 
a. Penjara 
Menurut bahasa al-Habsu artinya menahan, maksudnya 
menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, 
baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. 
Penahan seperti itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu 
Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat 
yang khusus yang disediakan untuk menahan pelaku kejahatan.20 
 
b. Hukuman pengasingan 




لَّ  َنوُبيرَاُيُٱ َ
َّلل  ُ
َ























لۡ  َكي لَٰ َذ
 يفِ ٞيۡز يخ ۡمَُهلٱ ۡن  لد يفِ ۡمَُهلَو ۖاَيٱ ي ةَر يخلۡأٓ  ٌمي يظَع ٌباَذَع٣٣  
      Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang 
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat 
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau 
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 
kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan 
untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan 
yang besar. 
 
Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan 
yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh 
buruk terhadap masyarakat. Para ulama berbeda pendapat tentang 
hukuman pengasingan. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa 
                                                          
20 Ibid., 150. 

































pengasingan adalah menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri 
Islam ke negeri non-Islam. Umar bin Abdul Aziz dan Said bin 
Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. 
Iman Al-Asyafi’i berpendapat jarak kota asal dengan kota 
pengasingan adalah seperti jarak shalat qashar. Sedangkan Imam 
Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa pengasingan 
berarti dipenjarakan.21 
 
3. Hukuman ta’zir lainnya 
Selain sanksi ta’zir yang disebutkan diatas, terdapat beberapa 
sanksi ta’zir lainnya, antara lain : 
a. Sanksi peringatan keras 
Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih 
ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan 
pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki tingkatan 
yang amat berbahaya.22  
b. Celaan (Tawbikh) 
Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan sanksi 
celaan kepada orang yang memakai pakaian sutra asli, untuk itu 
                                                          
21 Muharis Rezza Sudrajat. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby 
Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person). (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2014), 40-41. 
22 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 210-
211 

































khalifah Umar berkata “lepaskan pakaian ahli neraka itu!”. Sanksi 
celaan dan sanksi peringatan keras pada umumnya dijatuhkan 
kepada orang-orang yang melakukan maksiat karena tidak 
mampu mengendalikan diri, bukan karena kebiasaan melakukan 
kejahatan.23 
c. Pengucilan 
Sanksi pengucilan adalah sanksi yang berupa larangan 
kepada masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. 
Sanksi pengucilan dilakukan apabila membawa kemaslahatan. 
d. Pemecatan 
Pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaan atau 
jabatan dan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Sanksi 
pemecatan dapat diterapkan kepada bentuk kejahatan apapun, 
meski kejahatan yang dilakukan tidak memiliki hubungan dengan 
pekerjaan atau jabatannya. 
e. Publikasi  
Sanksi publikasi biasanya dilakukan dengan cara membawa 
pelaku kejahatan dan memberitahukan kepada masyarakat luas 




                                                          
23 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 216. 

































B. Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif 
Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang serius di Indonesia. 
Indonesia berada pada posisi kedua dari negara didunia dengan tingkat 
perdagangan orang paling tinggi.24 Hasil seminar Ilegal Migration and Human 
Trafficking in Women and Children menunjukkan bahwa tahun 2000 dari 
1.683 kasus yang dilaporkan ke Kepolisian hanya 1.094 kasus yang diteruskan 
ke pengadilan.25 
Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana 
perdagangan orang adalah “sindikat kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan 
dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Dari 
pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih 
dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam 
pelaksanaannya.26  
Perdagangan orang erat kaitannya dengan kriminalitas transnasional 
yang merendahkan martabat bangsa dan negara. Korbannya diperlakukan 
sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Pada awalnya yang menjadi objek 
perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, 
perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar layaknya seperti 
dagangan binatang atau barang-barang lainnya.27  
                                                          
24 https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/ (diakses pada 1 Maret 
2018, pukul 17:00). 
25 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 6. 
26 Ibid., 20. 
27 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 90. 

































Perdagangan orang yang mayoritas dilakukan terhadap perempuan dan 
anak adalah bentuk dari perbudakan pada zaman modern yang merupakan 
dampak dari krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Faktor penyebab 
terjadinya perdagangan orang yang paling utama adalah permasalahan 
ekonomi. 
Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, diantaranya Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 
maka perundang-undangan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 
1. Umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak 
kejahatan yang bersifat umum, seperti pencurian dan perampokan. 
Peraturan perundang-undangan umum terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). 
2. Khusus, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus 
tentang suatu tindak pidana atau selain peraturan perundang-undangan 
umum, seperti tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana anak. 
Peraturan perundang-undangan yang khusus adalah peraturan perundang-
undangan diluar KUHP. 

































Dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum 
dan khusus dikenal asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali. Asas Lex 
Spesialis Derogat Legi Generali adalah asas yang menyatakan bahwa 
peraturan perundang-undangan yang khusus mengenyampingkan peraturan 
perundang-undangan yang umum, dengan kata lain peraturan perundang-
undangan yang khusus lebih diutamakan daripada peraturan perundang-
undangan yang umum. Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “jika suatu 
perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam 
aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud 
dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik 
yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 
atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 
Menurut definisi dari pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
perdagangan orang berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, 
penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan 
kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, 

































kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi 
atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat 
memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk 
tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk 
melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja 
atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, 
penghambaan atau pengambilan organ tubuh.28 
Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 
Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang menyebutkan bahwa : 
“Setiap orang yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah 
negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
                                                          
28 Davit Setyawan, Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan 
Manusia (Smuggling), dalam http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-
trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/ (diakses pada 1 Maret 2018, pukul 17:00). 

































denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 
 
Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, yang menjadi unsur-unsur 
dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu : 
1. Pelaku 
Setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang 
melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
2. Perbuatan 
Setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan,  
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang 
3. Cara 
Menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran 
atau manfaat 
4. Tujuan 
Kata “untuk tujuan” sebelum kata “mengeksploitasi orang 
tersebut” pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan 
bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu 
adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya 
unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus 
menimbulkan akibat. 

































Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
menyatakan bahwa : 
1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. 
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, 
dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. 
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat larangan 
terhadap tindak pidana perdagangan orang. Namun tidak terdapat Pasal yang 
menjelaskan tentang sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 
20 tersebut. 
Larangan terhadap tindak pidana perdagangan orang juga disebutkan 
dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Pasal 76F berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 
penjualan, dan/atau perdagangan anak.” 
Dalam Pasal 83 disebutkan sanksi pidana bagi yang melanggar 
ketentuan Pasal 76F, yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 
Dari ketiga peraturan perundang-undangan diatas, yaitu Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan 

































Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada dasarnya menyatakan bahwa 
sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang memiliki kesamaan. 
Selain peraturan perundang-undangan yang khusus, perdagangan orang 
juga terdapat dalam peraturan yang umum, yaitu Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Ketentuan tentang perdagangan 
orang dalam KUHP terdapat pada Pasal 297 yang berbunyi “Perdagangan 
wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun.” 
Dalam KUHP terdapat juga ketentuan yang pada prinsipnya hampir 
sama dengan Pasal 297, yaitu Pasal 506. Pasal 506 menyebutkan bahwa 
“Barangsiapa menarik keuntungan dan perbuatann cabul seorang wanita dan 
menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama satu tahun.” 
Dari pasal 506 tersebut dapat kita pahami bahwa kata “barangsiapa yang 
menarik keuntungan” dan “menjadikannya sebagai mata pencharian” 
menunjukkan bahwa orang tersebut terlibat atau turut serta dalam tindak 
pidana tersebut. Maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan 
Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa “Dipidana sebagai pelaku tindak 
pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan.”  


































PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU  
No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr TENTANG TINDAK PIDANA 
PERDAGANGAN ORANG 
 
A. Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru 
Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan bagian dari lembaga 
peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) yang 
menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Menurut Instruksi Presiden RI 
nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
pengadilan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan 
tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran 
maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.  
Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru didirikan pada tahun 
1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 
1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum 
setempat.1 Gedung tersebut dibangun secara bertahap, bagian depan dibangun 
pada tahun 1959, kemudian pada tahun 1962 dibangun pula bagian samping 
kanan, bagian samping kiri dibangun pada tahun 1963 dan yang terakhir 
dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968. 
                                                          
1 http://www.pn-pekanbaru.go.id/020301_sejarah_pengadilan.php (diakses pada 5 Maret 2018, 
pukul 14:00). 
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Usia Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sampai saat ini 
kurang lebih 59 tahun. Gedung tersebut dibangun diatas tanah Pemerintah 
yang berlokasi di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru 
Propinsi Riau dengan luas tanah 2.932 m2 dengan skala 1 : 2000.  
Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang tempat 
sidang sebanyak 7 buah yaitu : 
1. Dua ruang sidang utama 
2. Empat ruang sidang biasa 
3. Satu ruang sidang anak 
Ruang sidang utama digunakan untuk mengadili perkara yang besar dan 
menyita perhatian publik seperti perkara subversi, pembunuhan, pemerkosaan, 
korupsi dan lain-lain. Ruang sidang yang berukuran sedang digunakan untuk 
mengadili perkara-perkara biasa seperti perkara pencurian, perkara 
perlanggaran, permohonan dan lain-lain. Ruang sidang anak digunakan untuk 
mengadili perkara anak. 
 
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr 
Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, di Pengadilan Negeri 
Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa 
dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara 
dengan terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul 
Amri yang beralamat di Jalan Hangtuah No. 44 RT.- RW.-, Kec. Tenayan 

































Raya Pekanbaru – Jl. Siak Dalam No. 2 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki 
Pekanbaru. 
Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dengan nomor perkara 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr dengan dakwaan alternatif : 
Pertama, Bahwa terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin 
(Alm) Khairul Amri, bersama-sama dengan Fajar dan Sunarto (belum 
tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan 
April tahun 2016 sampai dengan tanggal 25 bulan Mei tahun 2016 atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di 
Surya Citra Hotel Jalan. Siak II Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki 
Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan 
mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik Indonesia. 
Kedua, Bahwa terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin 
(Alm) Khairul Amri, bersama-sama dengan Fajar dan Sunarto (belum 
tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan 

































April tahun 2016 sampai dengan tanggal 25 bulan Mei tahun 2016 atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di 
Surya Citra Hotel Jalan. Siak II Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki 
Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan 
mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 
wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. 
Kedua perbuatan yang terdapat dalam dakwaan tersebut dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
1. Tamu datang menemui terdakwa lalu memilih wanita yang diinginkan 
oleh tamu kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,- 
(tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya melakukan persetubuhan dengan 
wanita yang dipilih oleh tamu, selanjutnya terdakwa memanggil wanita 
yang telah dipilih oleh tamu dan mempertemukan dengan wanita yang 
telah dipilih. 
2. Terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipergunakan sebagai 
tempat untuk melakukan persetubuhan serta keranjang berisi handuk, 
seprey dan alat kontra sepsi atau kondom kepada wanita yang dipilih oleh 
tamu, kemudian tamu dan wanita yang dipilih oleh tamu tersebut masuk 
kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan. 
3. Setelah wanita yang dipilih oleh tamu selesai melakukan persetubuhan 
dengan tamu, dari uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 

































yang telah diterima oleh terdakwa, diserahkan terdakwa kepada wanita 
yang telah melakukan persetubuhan dengan tamu yang memilihnya 
sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang 
sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa 
dan diserahkan terdakwa kepada Sdr. Fajar untuk diserahkan kembali 
kepada Sdr. Sunarto. 
Pada proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti 
keterangan 11 orang saksi dibawah sumpah, yaitu : 
1. Lukman, SH. 
2. S. Hutabarat, SH. 
3. Mulyandi, SH. Als Fuenk. 
4. Santi Als Cika Binti Sadik. 
5. Mila Aulia Als Veni Binti M. Rudianto. 
6. Intan Lina Als Alin Binti Dali. 
7. Sayuti Als Leo. 
8. Burman Bin (Alm) Bahtiar. 
9. Sarkawi, S.Pd., MM. 
10. Jeki Nurman Als Jeki. 
11. Mukhlis. HS. 
Semua saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa : 
1. Tamu datang menemui terdakwa lalu memilih wanita yang diinginkan 
oleh tamu kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,- 

































(tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya melakukan persetubuhan dengan 
wanita yang dipilih oleh tamu, selanjutnya terdakwa memanggil wanita 
yang telah dipilih oleh tamu dan mempertemukan dengan wanita yang 
telah dipilih. 
2. Terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipergunakan sebagai 
tempat untuk melakukan persetubuhan serta keranjang berisi handuk, 
seprey dan alat kontra sepsi atau kondom kepada wanita yang dipilih oleh 
tamu, kemudian tamu dan wanita yang dipilih oleh tamu tersebut masuk 
kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan. 
3. Setelah wanita yang dipilih oleh tamu selesai melakukan persetubuhan 
dengan tamu, dari uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 
yang telah diterima oleh terdakwa, diserahkan terdakwa kepada wanita 
yang telah melakukan persetubuhan dengan tamu yang memilihnya 
sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang 
sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa 
dan diserahkan terdakwa kepada Sdr. Fajar untuk diserahkan kembali 
kepada Sdr. Sunarto. 
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti 
surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang pada pokoknya 
menuntut agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan yang 
amarnya sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin Khairul 

































Amri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana melakukan penampungan untuk tujuan mengeksploitasi 
orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam kesatu pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 
2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHPidana 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri 
Saputra Bin Khairul Amri (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) 
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan 
perintah agar terdakwa tetap ditahan. 
3. Denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara 
4. Barang Bukti : 
a. Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 
Dirampas untuk negara 
b. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pengeluaran Siang Panti Pijat SCH. 
c. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pengeluaran Malam Panti Pijat SCH. 
d. 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Pink. 
e. 1 (satu) helai Handuk warna Biru. 
f. 1 (satu) helai Sprei Warna Biru Muda. 
g. 1 (satu) Buah Kondom merek Sutra yang belum terbuka. 
h. 1 (satu) Buah Kondom yang sudah terbuka. 
i. 1 (satu) Buah Minyak Pelumas merk VIGEL. 
j. 1 (satu) Buah Gantungan Kunci penanda nomor kamar. 

































k. 1 (satu) Buah sabun merek Beauty Soap. 
l. 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Hijau. 
m. 1 (satu) helai Handuk warna Putih. 
n. 1 (satu) Kotak Tissu Merek Surya Cafe House. 
o. 2 (dua) Buah Kondom merek Sutra. 
p. 1 (satu) Buah sabun merek Beauty Soap. 
Dirampas untuk dimusnahkan 
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- 
(Tiga Ribu Rupiah). 
Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru 
No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2017, yang amar lengkapnya 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) 
Khairul Amri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana Mucikari sebagaimana dalam dakwaan 
alternatif ke dua Penuntut Umum. 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) tahun. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
a. Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 

































Dirampas untuk negara 
b. 1 (satu) lembar rekapan daftar kerja pemijat di panti pijat SCH. 
c. 1 (satu) buah buku laporan pengeluaran siang panti pijat SCH. 
d. 1 (satu) buah buku laporan pengeluaran malam panti pijat SCH. 
Terlampir dalam berkas perkara 
• 1 (satu) buah keranjang plastik warna pink. 
• 1 (satu) helai handuk warna biru. 
• 1 (satu) helai sprei warna biru muda. 
• 1 (satu) buah kondom merek sutra yang belum terbuka. 
• 1 (satu) buah kondom yang sudah terbuka. 
• 1 (satu) buah minyak pelumas merek VIGEL. 
• 1 (satu) buah gantungan kunci penanda nomor kamar. 
• 1 (satu) buah sabun merek beauty soap. 
• 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau. 
• 1 (satu) helai handuk warna putih. 
• 1 (satu) kotak tissu merek surya cafe house. 
• 2 (dua) buah kondom merek sutra. 
• 1 (satu) buah sabun merek beauty soap. 
Dirampas untuk dimusnahkan 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah). 
Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah 
mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu, yaitu :  

































Penasehat hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan 
dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah : 
a. Dakwaan tidak dapat diterima. 
b. Dakwaan harus dibatalkan. 
Atas keberatan Penasehat Hukum dari Terdakwa tersebut, majelis 
hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 
a. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Diondri Als 
Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri tersebut tidak 
diterima. 
b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan 
perkara nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr atas nama Terdakwa Diondri 
Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri tersebut diatas. 
c.  Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. 
Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan tidak sependapat dengan 
pendapat Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah tindak pidana 
perdagangan orang dalam surat tuntutannya dan tidak pula sependapat kepada 
Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam pledoinya. 
Pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
dipertimbangkan dengan fakta yang didapat di persidangan, karena surat 
dakwaan disusun secara alternatif maka majelis berdasarkan fakta-fakta 
yuridis dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana 
dalam dakwaan pertama dan kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan 
alternatif kedua melanggar Pasal 506 KUHPidana yang lebih cocok dan sesuai 

































dengan hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki 
unsur sebagai berikut : 
a. Barang siapa. 
b. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. 
c. Menjadikan sebagai mata pencaharian. 
Dalam pertimbangan majelis hakim dinyatakan bahwa semua unsur dari 
Pasal 506 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan 
telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
dakwaan kedua Penuntut Umum. 
Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar 
dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Selama dalam proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang 
menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-
hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah 
dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-
hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan 
pemidanaan, maka sudah sepantasnya terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah  dilakukan  sesuai dengan 
ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan mengingat rasa keadilan yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

































Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan ditujukan 
bukan merupakan pembalasan dendam  kepada terdakwa tetapi  berorientasi  
lebih kepada upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan 
memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota 
masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara yang secara langsung 
akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga 
ketentraman hidup dalam bermasyarakat.  
Maksud dan tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan adalah juga 
sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh 
pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya 
(preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari 
ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati 
bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) 
sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan 
memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi 
masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku 
kejahatan tersebut, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 
dalam amar putusan sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim. 
Berdasarkan pertimbangan yang terdapat dalam putusan pengadilan 
negeri Pekanbaru nomor : 1103.Pid.B/2016/PN.Pbr, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah 
tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

































Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan Terdakwa. Hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa 
antara lain : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang 
sedang giatnya memberantas segala bentuk perjudian. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya. 
- Terdakwa menyesali perbuatannya. 
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan. 
Oleh karena selama Terdakwa menjalani pemeriksaan dilakukan 
penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa 
penangkapan dan penahanan yang telah dijalan Terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena Terdakwa dijatuhi pidana 
maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. 
 


































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 
PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
NOMOR : 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. 
 
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang 
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Pekanbaru 
Putusan adalah produk atau hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang 
dilakukan oleh hakim pada masing-masing tingkat peradilan. Berdasarkan 
pada Pasal 178 HIR/189 RBG, apabila proses pemeriksaan telah selesai, maka 
hakim karena jabatannya harus melakukan musyawaraah untuk mengambil 
putusan yang akan dijatuhkan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh 
hakim atas perkara yang diperiksa, baik pidana maupun perdata. Dalam 
membuat sebuah putusan, hakim harus dapat mengolah dan memproses data-
data yang diperoleh selama proses persidangan.  
Dalam sebuah putusan harus berisikan isi dan sistematika putusan yang 
meliputi 4 (empat) hal, yaitu : kepala putusan, identitas para pihak, 
pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.1 
Hal yang terpenting dalam memutus perkara adalah kesimpulan hukum 
atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu hakim harus 
                                                          
1 Chandra et. al, Modul Mata Kulliah Eksaminasi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Atmaja, 2004), 12. 
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menggali, memahami serta menerapkan nilai-nilai hukum yang berlaku 
berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dikenal 2 (dua) jenis tindak 
pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kedua jenis 
tindak pidana tersebut memiliki peraturan perundang-undangannya masing-
masing. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-
Undang Khusus sesuai dengan tindak pidananya, seperti Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Undang-
Undang Peradilan Anak, dan undang-undang khusus lainnya. 
Berdasarkan UU PTPPO, yang dimaksud dengan perdagangan orang 
adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 
orang tereksploitasi. 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 
1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang yang dilakukan oleh 
terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri, ada 
beberapa pertimbangan hakim, yaitu : 

































1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut 
Umum bahwa yang terbukti adalah tindak pidana perdagangan orang 
dalam surat tuntutannya dan tidak pula sependapat kepada Penasehat 
Hukum Terdakwa yang termuat dalam pledoinya. 
2. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
alternatif maka sampailah majelis kepada pembuktian mengenai unsur-
unsur tindak pidana yang didakwakan dipertimbangkan dengan fakta 
yang didapat di persidangan, karena surat dakwaan disusun secara 
alternatif maka majelis berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas 
dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam 
dakwaan pertama dan kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan 
alternatif kedua melanggar Pasal 506 KUHPidana yang lebih cocok dan 
sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan 
yang memiliki unsur sebagai berikut : 
a. Barang siapa. 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku 
Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai 
terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Diondri Als Dion Als 
Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri yang telah  membenarkan 
isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, 
selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah 
diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku 

































tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa 
dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan 
terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam 
hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya 
(verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der 
verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. 
Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan 
kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari 
orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif 
yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 
KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
b. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. 
Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” 
adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau 
perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi 
kelamin Misalnya : Cium-ciuman, meraba-raba atau memijit-mijit, 
meraba buah dada dan sebagainya.. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa 
diperoleh fakta hukum bahwa hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar 
pukul 12.00 Wib, saksi Mulyandi,SH Als Fuenk dan saksi S. 
Hutabarat,SH melakukan penyelidikan dengan cara menyamar 
sebagai pelanggan menemui terdakwa dimeja kasir Surya Citra 

































Hotel, lalu saksi Mulyandi,SH Als Fuenk dan saksi S. Hutabarat,SH 
memilih wanita yang akan menemani atau memijat dengan cara 
memilih foto yang ada nomornya di meja kasir lalu saksi 
Mulyandi,SH Als Fuenk dan saksi S. Hutabarat,SH tamu yang 
datang saat itu 2 (dua) orang dan tamu tersebut sudah ada memilih 
foto/gambar perempuan yang dipajang dan saat itu tamu memilih 
foto/gambar nomor 14 dan 27 dan telah melakukan pembayaran 
senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tamu. Sehingga 
Terdakwa menerima Rp 600.000,-(enam ratus riburupiah). Pada saat 
tamu tersebut datang kekasir (tempat Terdakwa bekerja) tamu 
tersebut langsung mengatakan 14 dan 27 dan tentunya tujuan tamu 
tersebut datang ke SCH adalah untuk melakukan pemijatan, 
kemudian membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp.600.000,- 
(enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang wanita, setelah 
terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus 
ribu rupiah), kemudian terdakwa memanggil 2 (Dua) orang 
perempuan yaitu saksi Mila Aulia Als Veni Binti M.Rudianto dan 
saksi Intan Lina Als Alin Binti Dali, dengan menyebut nomornya saja 
selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipakai 
oleh saksi Mila Aulia Als Veni Binti M.Rudianto dan saksi Intan 
Lina Als Alin Binti Dali untuk melayani saksi Mulyandi,Sh Als 
Fuenk dan saksi S.Hutabarat,SH untuk melakukan percabulan atau 
persetubuhan serta keranjang berisi handuk, sabun dan kondom untuk 

































dipergunakan sebagai pengaman dalam melakukan persetubuhan, 
kemudian saat saksi Mulyandi,SH Als Fuenk sedang berada dikamar 
nomor 3 (tiga) bersama saksi Intan Lina Als Alin Binti Dali dan saksi 
Mulyandi,SH Als Fuenk sedang dikamar nomor 7 (tujuh) bersama 
saksi Mila Aulia Als Veni Binti M.Rudianto untuk melakukan 
persetubuhan, tiba-tiba saksi Lukman,SH beserta anggota kepolisian 
langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi 
Mila Aulia Als Veni Binti M.Rudianto dan saksi Intan Lina Als Alin 
Binti Dali. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. 
c. Menjadikan sebagai mata pencaharian. 
Bahwa dari uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 
yang telah diterima oleh terdakwa, diserahkan terdakwa kepada 
wanita yang telah melakukan percabulan atau persetubuhan dengan 
tamu yang memilihnya sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh 
ribu rupiah) adalah hak dari perempuan tersebut dan uang sejumlah 
Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa dan 
diserahkan terdakwa kepada Sdr. Fajar untuk diserahkan kembali 
kepada Sdr. Sunarto. 
Bahwa  terdakwa  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  tersebut  
mendapatkan uang sejumlah  Rp.35.000,-  (Tiga  puluh  lima  ribu  
rupiah)  sebagai  uang  makan  setiap harinya dari uang yang di 
terimanya setiap harinya.  

































Bahwa di samping itu Terdakwa juga mendapat gaji sebagai 
kasir sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). 
Bahwa pekerjaan sebagai kasir dan melayani tamu dengan 
menunjukan foto perempuan yang di pajang di mejanya dilakukan 
terdakwa sejak 15 April 2016 sampai dengan terdakwa di tangkap 
pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2016. Dengan demikian unsur ini 
terpenuhi. 
3. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 506 KUHPidana 
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 
Primair Penuntut Umum kemudian majelis tidak perlu membuktikan 
dakwaan alternatif lainya. 
4. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka 
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
yang meringankan Terdakwa. 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah 
yang sedang giatnya memberantas segala bentuk perjudian. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya. 
- Terdakwa menyesali perbuatannya. 

































- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan. 
Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis memiliki beberapa 
pendapat, yaitu : 
1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak berpedoman 
pada asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis, yaitu dengan tidak 
menjadikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar 
memutus perkara, padahal sudah dijelaskan pada Pasal 63 ayat (2) KUHP 
yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana 
yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya 
yang khusus itulah yang diterapkan”. Dalam hal ini, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa Pasal 506 KUHP lebih cocok dan sesuai untuk 
dipertimbangkan. Namun penulis berpendapat bahwa sebenarnya unsur 
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
PTPPO sebagai dakwaan pertama terpenuhi. Unsur yang terdapat dalam 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO 
adalah : 
a. Setiap orang, yaitu orang perorangan yang dalam hal ini adalah 
terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul 
Amri. 
b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang. Sesuai dengan pengakuan 
dari saksi Mila Aulia als Veni Binti M. Rudianto bahwa yang 

































melakukan penerimaan pada saat saksi masuk bekerja di Surya Citra 
Hotel adalah terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin 
(Alm) Khairul Amri. Selain itu, di Surya Citra Hotel terdapat mess 
yang merupakan tempat penampungan wanita yang bekerja melayani 
tamu untuk melakukan persetubuhan. 
c. Dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran 
atau manfaat. Dengan adanya peraturan bahwa perempuan yang 
ditempatkan di dalam mess tidak diperbolehkan meninggalkan mess 
kecuali untuk melayani tamu dengan durasi waktu yang ditentukan. 
Setelah melayani tamu, mereka diberi bayaran sejumlah Rp. 
220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). 
d. Untuk dieksploitasi, dalam hal ini adalah eksploitasi seksual. 
2. Apabila dilihat dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, perbuatan terdakwa jelas tergolong sebagai 
bentuk tindak pidana perdagangan orang. Pasal 20 ayat (2) dengan jelas 
menyebutkan bahwa “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, 
perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya 
serupa, dilarang.” Dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan 
pidana tersebut bertujuan atau menyebabkan para wanita yang bekerja di 
Surya Citra Hotel tereksploitasi secara seksual. Disebabkan tujuan dan 
dampak yang ditimbulkan sama dengan tindak pidana perdagangan orang, 

































maka seharusnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
dapat diterapkan terhadap terdakwa. 
3. Dalam perkara ini diketahui bahwa wanita yang bekerja di Surya Citra 
Hotel menjual dirinya untuk kepada para tamu yang datang ke Surya Citra 
Hotel. Dalam hal ini terdakwa membantu atau turut serta dalam tindak 
pidana yang dilakukan oleh wanita-wanita tersebut yang dapat 
dikategorikan sebagai bentuk perdagangaan orang. Hal tersebut sesuai 
dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “dipidana 
sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” 
4. Dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa 
“Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum 
bahwa yang terbukti adalah tindak pidana perdagangan orang dalam surat 
tuntutannya``”. Penulis berpendapat bahwa dalam membuat putusan, 
Majelis Hakim tidak berpedoman pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 
ayat (2) RBg dan Undang-Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat 
(2) RBg menyebutkan bahwa hakim wajib memberikan keputusan 
tentang semua tuntutan. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa putusan 
pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal 
tertentu dari peraturan perundang-undangan  yang bersangkutan. Penulis 
berpendapat bahwa pertimbangan yang menyatakan Majelis Hakim tidak 
sependapat dengan pendapat Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah 

































tindak pidana perdagangan orang dalam surat tuntutannya`` tidak memiliki 
alasan dan dasar hukum yang jelas. 
5. Hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim 
adalah hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tindak pidana 
yang dilakukan. Hal memberatkan yang dijadikan pertimbangan oleh 
Majelis Hakim adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan 
kebijakan pemerintah yang sedang giatnya memberantas segala bentuk 
perjudian. 
Dari semua analisa diatas, sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan 
tindak pidana perdagangan orang. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 dapat diterapkan terhadap terdakwa. 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 
Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan sebagai 
jsuatu jarimah apabila memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir 
Audah unsur jarimah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :2 
1. Al-rukn al-syari’ (unsur formil) 
Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah apabila 
sebelumnya sudah ada nash (dalam hukum pidana Islam) atau undang-
                                                          
2 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2 (Beirut: Mu’assasah 
AlRisalah, 1992), 793-817. 

































undang (dalam hukum positif) yang dengan tegas melarang dan 
menjatuhkan sanksi kepada pelaku. 
2. Al-rukn al-madi (unsur meteril) 
Dalam unsur materil dinyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi 
hukuman pidana adalah orang yang benar-benar telah terbukti melakukan 
jarimah yang disangkakan kepadanya. 
3. Al-rukn al-adabi (unsur moril) 
Al-rukn al-adabi (unsur moril) adalah unsur yang mengatakan 
bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa 
dimintai pertanggungjawaban atau bisa disalahkan, dengan kata lain 
pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah 
ancaman. 
Dalam perkara ini, terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra 
Bin (Alm) Khairul Amri terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 
Pasal 506 KUHP, yaitu terdakwa mengambil keuntungan dari hasil 
perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata 
pencaharian (mucikari). Perbuatan terdakwa tersebut jelas bertentangan 
dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Pasal 506 KUHP 
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Berdasarkan 
fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengaku 
bersalah dan menyesal atas perbuatannya, maka perbuatan terdakwa 
dapat dipertanggung jawabkan karena unsur-unsur jarimahnya sudah 
terpenuhi. 

































Oleh karena unsur-unsur jarimahnya sudah terpenuhi, maka 
terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan perspektif hukum 
pidana Islam, mucikari tidak masuk pada kategori jarimah qishash atau 
hudud karena tidak terdapat dalil yang secara jelas menyebutkan 
hukuman terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tindak pidana 
mucikari dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zir. Dasar larangan 
perbuatan mucikari sudah jelas disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari 
nomor 2075 sebagaimana dalam penjelasan Bab II. 
Menurut penulis, hukuman bagi jarimah mucikari ini adalah pidana 
penjara atau kurungan sebagai hukuman pokok. Berdasarkan  data-data 
yang terkumpul, ukuran sanksi pada jarimah ta’zir ini diserahkan pada 
ijtihad dan keputusan Majelis Hakim. 
Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara ini sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga 





















َلۡعِِ ُدي ُريِ اَمَن
َ
أٱَُِللِِّ  ضۡعَب بِ مُهَبي  ُصيِن
َ
أ
َِن  مِاٗير ثَكَِنوَإِ ِۡۗۡم ه بُونُذٱِ  سَالنَِِنوُق  سَََٰفل٤٩ِِ
Artinya : dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara 
mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap 
mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian 
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling 
(dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah 
kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan 
sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik 

































Selain memberikan sanksi pokok berupa pidana penjara atau pidana 
kurungan, hakim sebagai ulil amri yang diberikan kekuasaan untuk 
memutus suatu perkara dapat memberikan hukuman atau sanksi 
tambahan berupa sanksi denda. Pada intinya, sanksi ta’zir terhadap pelaku 
mucikari ini diserahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi 
yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan serta memperhatikan 
kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam 
“hukum ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.” 
 




































Dari beberapa uraian dan analisis peneliti diatas, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan, yaitu : 
1. Pertimbangan Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 
Pekanbaru nomor 1103/Pid.B/2016/PN>.Pbr. tentang tindak pidana 
mucikari telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan 
alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 506 KUHP. 
Majelis Hakim memberikan hukuman berupa pidana kurungan selama 
satu tahun kepada terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan. Namun dalam pertimbangannya, Majelis 
Hakim tidak berpedoman pada asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis 
dengan tidak mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang serta tidak berpedoman pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 
nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada 
terdakwa jarimah mucikari sudah tepat dengan menerapkan sanksi ta’zir. 
Sanksi tersebut didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 49 dan kaidah 
“hukum ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.” Dalam 
perkara ini, Majelis Hakim memberikan sanksi ta’zir berupa pidana 
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kurungan selama satu tahun. Jadi, Majelis Hakim memberikan batas 
kemerdekaan dan batas kebebasan terdakwa sebagai wujud 
pertanggungjawaban pidana atas jarimah mucikari yang dilakukan 
terdakwa. 
B. Saran 
1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai ulil amri yang 
diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara diantara umat manusia 
dan sebagai wakil Tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam 
mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan 
bijaksana dengan memperhatikan segala aspek hukum sehingga hukuman 
yang dijatuhkan terhadap terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan. 
2. Untuk para pemuda-pemudi dan masyarakat, diharapkan agar lebih 
meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama sehingga tidak 
mengorbankan orang lain demi mencapai apa yang diinginkan. Tingkatkan 
kewaspadaan dalam menjaga orang yang berada disekitar kita terutama 
keluarga agar tidak menjadi korban dari para penjahat yang berkeliaran 
disekitar kita. 
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